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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat di lihat 





Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak di 
lambangkan 
Tidak di lambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik 
dibawah) 
خ Kha Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
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ص ṣad ṣ es (dengan titik 
dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik 
dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik 
dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik 
dibawah) 
ع „ain ̒ Apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa di beri tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  ( ̓ ). 
2.  Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 
monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَا fatḥah a A 
 اِا Kasrah i I 
 اُا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambing nya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,  yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 اَ  fatḥah dan 
yā̓̓ 
ai a dan i 
 اَو fatḥah dan 
wau 
au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3.  Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, 














ā a dan garis 
di atas 
  Kasrah dan yā ī i dan garis 
di atas 




ت ام : māta 
ًمر : ramā 
ميق  : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Tramsliterasiuntuktā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan 
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah di ikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
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ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddahatautasydīd yang dalam system tulisan Arab di lambing kan dengan 
sebuah tanda tasydīd( ﹼ ), dalam transliterasiini di lambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر    : rabbanā 
اىيجو   : najjainā 
قحنا   : al-ḥaqq 
معو     : nu”ima 
ودع    : „duwwun 
Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah 
(ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf mad dah menjadi ī. 
Contoh: 
يهع    : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
يبرع  : „Arabī (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab di lambing kan dengan hurufلا (alif lam 
ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 
al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis 




سمشنا : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( „ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal 
kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan  Kata  Arab  yang Lazim Di gunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda haraan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim di gunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 






9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang di dahu luip artikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيدdīnullāhالله ابbillāh 
Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafẓ al-jalālah, di 
transliterasi dengan huruf (t).contoh:  
مهههنا ةمحر يف  hum fīraḥmatillāh 
10. Huruf  Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, di gunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wamā Muḥammadunillārasūl 
Inna awwalabaitinwuḍi‟alinnāsilallaẓī bi bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażīunzilafih al-Qur‟ān 





Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus di sebut 
kan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, di tulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥāmid Abū). 
 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang di bakukan adalah: 
        SWT. : Subḥānahūwata‟ālā 
        SAW. : Sallallāhu „alaihiwasallam 
        M  : Masehi 
        QS…/…  : 4: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
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Judul : Kajian Yuridis Normatif Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
Penelitian ini berjudul Kajian Yuridis Normatif Otonomi Pengelolaan Perguruan
Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Berdasarkan judul yang di angkat, penulis mengemukakan dua rumusan masalah
yaitu: Bagaimana Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Apa Faktor
pendukung pelaksanaan otonomi pendidikan tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman mengenai otonomi dan tata kelolah
pendidikan tinggi yang di amanahkan oleh UU Dikti dan faktor pendukung
pelaksanaan otonomi pendidikan tinggi.
Data yang diperoleh kemudian di olah dan dianalisis berdasarkan rumusan
masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan
berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang di
bahas secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan,
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya
dengan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa (1)
pemerintah tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan
tinggi, etatisme yang diusung dalam UU Dikti dilakukan sebagai bentuk tanggung
jawab pemerintah mengelola pendidikan tinggi sebagaimana diamanahkan konstitusi
untuk pemenuhan hak masyarakat, salah satu prinsip yang dipegang dalam
pelaksanakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah nirlaba, otonomi yang
diusung dalam UU Dikti sesungguhnya adalah “otonomi yang bertanggung jawab. (2)
otonomi merupakan prasyarat untuk unggul dan berkembangnya sebuah perguruan
tinggi, faktor pendukung pelaksanaan otonomi perguruan tinggi antara lain bentuk
badan hukum, otonomi akademik, otonomi keuangan dan kekayaan, otonomi sumber
daya manusia, otonomi tata kelolah dan nilai-nilai luhur perguruan tinggi.
Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan tentang otonomi
pengelolaan pendidikan tinggi serta terus mengusung peningkatan peran perguruan







A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu kutipan dari sabda nabi; “Mencari Ilmu itu adalah kewajiban atas 
seorang muslim laki-laki maupun perempuan dari mulai lahir sampai ke liang lahat”. 
Sebab Ilmu pengetahuan adalah segi keunggulan makhluk manusia terhadap makhluk 
yang lain. Ini di gambarkan dalam kitab suci ketika Allah SWT menunjuk Adam 
sebagai Khalifa yaitu pengganti di bumi yang kemudian diprotes oleh para malaikat, 
namun Allah SWT menunjukkan keunggulan Adam dari Malaikat dengan 
mengajarinya nama-nama keseluruhannya yaitu memberikan Ilmu Pengetahuan 
tentang apa yang ada dalam manusia sekitar itu. Oleh karena itu Ilmu Pengetahuan 
sangat penting bagi kesuksesan hidup, Allah SWT mengajari Adam sebagai Khalifa 
dengan Ilmu Pengetahuan. Maka kita harus terus menerus belajar, salah satu yang di 
perlukan untuk belajar ialah rendah hati. 
Rasulullah Muhammad SAW sebegai makhluk pilihan masih di ajarkan Allah 
agar selalu berdoa; Sebagaiman yang dijelaskan dalam firman Allah (Q.S Thoha: 
114) : 
اًوْلِع ِيًْدِز ِّب َّر ُلقَو 
Terjemahanya. 




Di atas setiap orang yang memiliki Ilmu Pengetahuan ada Dia Yang Maha Tahu, 
maka dari itu kita tidak boleh menutup diri dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 
mengejarnya kemanapun kita harus pergi. Sebagaiman yang dijelaskan dalam firman 
Allah (Q.S Al-Mujadalah, 11) : 
 ٍاا ََرَد َنْل ِْا    ُوُو  َي  َِّا َو ْنُنٌِه   ٌَُه  َ َي  َِّا  ُ   َِ  َْ .  
Terjemahanya. 
”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan.” 
Kemudian firman Allah dalam ,( Q.S. Shod : 29 )    
 ِبَابَْالأ ْ   ُاُْو   ََّم َََتِياَو َِ ِوَا   َ  و َُّب ََّديِّا ٌكَرَابُه َلَْيِاإ ٍَُاٌْاَزًَ  ٌبَاتِم{29}  
Terjemahanya. 
”ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan 
keberkahan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat 
pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.” 
Kemudian firman Allah dalam ,( Q.S. Al-a’alq : 1-5 )    
 ََقلَخ ي َِّا  َلِّبَر ِنْسِاب  ْ َْق {1}  ٍَقلَع ْيِه َىاَسًِلإ  ََقلَخ{2}  ُم ََْملأ ْ َلُّبَرَو  ْ َْق {3}  ي َِّا 
 َِنَلقْاِاب  َنَّلَع{4}  َْنل َْ  َْنااَه َىاَسًِلإ ْ َنَّلَع{5}  
Terjemahanya. 
”Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan tuhanmu lah yang paling 
pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.Dia mengajar kepada 
manusia apa yang tidak diketahui. 
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Dengan demikian Ilmu pengetahuan sangat penting bagi kesuksesan hidup. Ilmu 
Pengetahuan pengaktualisasian nya adalah pendidikan, Pendidikan merupakan usaha 
yang terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat 
mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan merupakan syarat 
mutlak yang harus di miliki suatu bangsa untuk meningkatkan taraf hidupnya agar 
tidak tertinggal dengan bangsa lain. 
Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan 
pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan 
generasi penerusnya. Selaku warga masyarakat, warga bangsa dan negara, secara 
berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu 
berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan 
hubungan international, maka pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita 
kehidupan yang mengglobal yang digambarka sebagai perubahan kehidupan yang 
penuh dengan paradoksal dan ketidak keterdugaan. 
Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis di tengah 
perkembangan dunia. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah serta Sumber Daya 
Manusia (SDM) dengan populasi yang cukup besar menjadi peluang dan aset besar 
dalam pembangunan. Posisi Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata dengan 
segala potensi yang dimilikinya. Namun kekuatan ini tentu perlu ditunjang dengan 




Pendidikan merupakan satu sektor penting yang dinamis, selalu berubah, 
menyesuaikan, dan akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Indonesia 
menjalankan pendidikan melalui satu Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 
Sisdiknas merupakan sistem utuh bagi negara dalam menyelenggarakan pendidikan 
nasional dengan landasan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amanat UUD tersebut dituangkan kembali 
secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). 
Sisdiknas berupaya mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang 
kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar 
berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab 
tantangan zaman yang senantiasa berubah. Salah satu bentuk  perwujudan visi 
tersebut adalah melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menyiapkan 
individu berkualitas. 
Pendidikan tinggi diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 
magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
1
 Pendidikan tinggi menjadi sumber 
inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa seiring dengan 
berkembangnya zaman. Seperti yang termuat dalam deklarasi UNESCO, pendidikan 
                                                          
1 UU  No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat (1) 
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tinggi memiliki misi dan fungsi penting yaitu memberikan kontribusi kepada 
pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. 
Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia 
yang berkelanjutan. Peran strategis tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi 
amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (5) mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Oleh karenanya, pendidikan tinggi 
diperlukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan daya saing bangsa dalam 
menghadapi globalisasi di segala bidang saat ini dan di masa yang akan datang. 
Namun pada kenyataannya, dalam upaya mewujudkan peran idealnya tersebut, 
penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, 
baik dari segi kebijakan, implementasi, pengawasan, maupun evaluasi. Kendala 
tersebut antara lain terkait persoalan akses, mutu, anggaran dan pembiayaan, 
relevansi, tata kelola perguruan tinggi serta persoalan lainnya. Karenanya, diperlukan 
upaya serius guna mengatasi berbagai kendala yang masih membelit pendidikan 
tinggi tersebut. Masalah seputar penyelenggaraan 
pendidikan tinggi harus segera diatasi untuk mewujudkan masa depan 
pembangunan bangsa yang lebih baik. 
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Salah satu isu penting pendidikan tinggi adalah persoalan tata kelola perguruan 
tinggi yang kerap dikaitkan dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan sebagainya. 
Sementara pengaturan yang menjamin serta memagari pemenuhan hak, serta 
pengaturan sistem tata kelola dengan prinsip tata kelola yang baik ini masih lemah. 
Diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur 
pendidikan tinggi terutama terkait tata kelola perguruan tinggi. 
Payung hukum tersebut sangat diperlukan agar kebijakan dari berbagai instansi 
pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi seperti 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian 
PAN dan Reformasi Birokrasi, dan sebagainya tidak saling bertentangan dan menjadi 
kendala kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. 
DPR-RI melalui Komisi X bersama dengan pemerintah membentuk Panitia Kerja 
(Panja) dalam rangka penyusunan payung hukum Rancangan Undang-Undang 
Pendidikan Tinggi (RUU Dikti) untuk mengantisipasi, menjamin, serta mengatasi 
berbagai persoalan yang terjadi di pendidikan tinggi. 
Dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Dikti, terungkap berbagai 
permasalahan pendidikan tinggi baik makro maupun mikro. Pokok-pokok materi 
yang diatur seringkali menjadi perdebatan panjang. Melalui berbagai upaya, diperoleh 
banyak masukan terkait substansi yang diatur dalam Undang-Undang Dikti baik dari 
DPR-RI, Pemerintah, institusi perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan 
tinggi swasta (PTS), akademisi, masyarakat, mahasiswa, praktisi, dan sebagainya. 
Setelah melalui proses panjang RUU Dikti disahkan menjadi Undang-Undang 
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Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 12 Juli 2012 
yang lalu dan ditandatangani oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
Salah satu hal penting yang diatur dalam UU Dikti ini adalah persoalan tata 
kelola dan otonomi perguruan tinggi. Berbagai pro-kontra mengenai otonomi dan tata 
kelola perguruan tinggi seringkali dikaitkan dengan anggapan bahwa pengaturan yang 
ada dalam UU Dikti ini merupakan upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah 
dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, etatisme, komersialisasi, pendidikan 
tinggi menjadi mahal, serta persoalan lainnya. Selain itu, pengaturan mengenai tata 
kelola perguruan tinggi yang diatur dalam UU Dikti ini dianggap telah mengebiri 
kebebasan akademik serta hak otonomi yang dimiliki oleh perguruan tinggi menjadi 
pengaturan yang terlalu berlebihan oleh pemerintah pusat. 
Perbedaan pandangan mengenai otonomi dan tata kelola perguruan tinggi terjadi 
karena perbedaan pemahaman mengenai otonomi dan tata kelola pendidikan tinggi 
yang tertuang dalam UU Dikti. Untuk menghindarkan multi-tafsir, diperlukan 
penjelasan mengenai otonomi dan tata kelola perguruan tinggi sebagaimana yang 
dimaksud dalam UU Dikti.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan lebih awal, oleh 
karena itu dalam pembahasan ini penulisan mempermasalahkan : 
1. Bagaimana Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi setelah berlakunya 
Undang-Undang  nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi? 
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2. Apa faktor pendukung pelaksanaan Otonomi Pendidikan Tinggi? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman mengenai otonomi dan tata 
kelolah perguruan tinggi yang di amanahkan oleh UU Dikti? 
2. Untuk mempelajari dan menganalisa faktor pendukung pelaksanaan Otonomi 
Pendidikan Tinggi? 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan dapat menjadi bahan masuknya atau bahan pertimbangan bagi 
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) serta segenap pejabat yang 
bergerak dalam bidang Pendidikan  pada umumnya dan Perguruan Tinggi pada 
khususnya, dalam mencari jalan bagaimana Penetapan Hukum yang baik bagi 
Perguruan Tinggi atau Universitas, Bahan pustaka atau data sekunder yang ada. 
2. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literature hukum dalam otonomi 
pengeloalan perguruan tinggi di Indonesia. 
3. Bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
pembedahan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan 
mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini. 
4. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan 
ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketatanegaraan maupun hukum di 
9 
 











A. Otonomi  
1. Pengertian Otonomi 
Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti “sendiri” dan nomos yang 
berarti “hukum” atau “aturan”. Dalam konteks etimologi otonomi diartikan sebagai 
“perundangan sendiri”. Menurut Syarif Saleh, otonomi sebagai hak mengatur dan 
memerintahkan daerah sendiri, hak mana yang diperoleh dari pemerintah pusat. 
Sedangkan menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai 
makna kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan.
1
  
2. Konsep Otonomi Pendidikan 
Pendidikan mengambil peran penting dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa 
saat ini. Akan tetapi berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan belum menunjukkan hasil yang memuasklan. Dari 
Laporan UNDP menunjukkan angka Human Development Indeks (HDI) masyarakat 
Indonesia yang menjadi salah satu indikator mutu pendidikan di Indonesia jauh 
tertinggal dari negara-negara lain di Asia. Kondisi rendahnya mutu pendidikan ini 
disebabkan oleh kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang berorientasi pada 
input-output analisis cenderung dilaksanakan secara birokratik-sentralistik. 
                                                          
  1 Hasbullah, Otonomi Pendidikan; Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap 




Oleh karena itu paradigma pembangunan pendidikan perlu di ubah sebagaimana 
telah diamanatkan Undang-undang yaitu perubahan paradikma sentralistik kearah 
desentralisasi dengan basis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan 
salah satu solusi alternatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
Dengan pendidikan berbasis masyarakat diharapkan mutu pendidikan memiliki 
relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. 
Otonomi pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 
adalah terungkap pada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan 
pemerintah. Pada bagian ketiga hak dan kewajiban masyarakat pasal 8 disebutkan 
bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan program evaluasi pendidikan. Pasal 9, masyarakat berkewajiban 
memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.  
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan 
mengandung pengertian yang luas, mencakup filosifi, tujuan, format dan isi 
pendidikan serta manejemen pendidikan itu sendiri. Impikasi dari semua itu adalah 
setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh 
kedepan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang tren 
perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh masyarakat yang lebih 
baik kedepannya serta merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik 
budaya bangsa indonesia yang bineka tunggal ika. 
Untuk itu kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan 




tetang kondisi daerah, sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dalam 
upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat daerah yang berbudaya dan 
berdaya saing tinggi melalui otonomi pendidikan yang bermutu dan produktif.
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Apabila otonomi daerah menunjuk pada hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat, maka hal tersebut hanya mungkin jika Pemerintah Pusat 
mendesentralisasikan atau menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah 
otonom. Inilah yang disebut dengan desentralisasi. 
3. Sentralisasi  
Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah 
tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 
telah digariskan menurut UU. Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah 
memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di 
suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan 
pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana 
sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang 
berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi 
lebih lama. 
Dalam era reformasi dewasa ini, diberlakukan kebijakan otonomi yang seluas-
luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi 
daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi kekuasan itu dari 
                                                          




pemerintah pusat ke daerah, termasuk kekuasaan dalam bidang pendidikan. Dalam 
pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan tampak masih menghadapi 
berbagai masalah. Masalah itu diantaranya tampak pada kebijakan pendidikan yang 
tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan masalah kurang adanya koordinasi 
dan sinkronisasi. Kondisi yang demikian dapat menghadirkan beberapa hal, seperti : 
kesulitan pemerintah pusat untuk mengendalikan pendidikan di daerah; daerah tidak 
dapat mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Apabila hal ini 
dibiarkan berbagai akibat yang tidak diinginkan bisa muncul. Misalnya, kembali pada 
kebijakan pendidikan yang sentralistis, tetapi sangat dimungkinkan juga daerah 
membuat kebijakan pendidikan yang dianggapnya paling tepat meskipun sebenarnya 
bersebrangan dengan kebijakan pusat. 
Kalau hal ini terjadi maka konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
sulit dihindari. Dalam sejarah konflik kepentingan pusat dan daerah memicu 
terjadinya upaya – upaya pemisahan diri yang tentunya mengancam disintegrasi 
bangsa. 
Dengan perkataan lain apabila kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi 
daerah tidak dilakukan upaya sinkronisasi dan koordinasi dengan baik, tidak mustahil 
otonomi tersebut dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. Dalam kondisi demikian 
diperlukan cara bagaimana agar kebijakan pendidikan di daerah dengan pusat ada 
sinkronisasi dan koordinasi. Juga perlu diusahakan secara sistematis untuk membina 





4. Desentralisasi  
Secara etimologis, istilah Desentralisasi berasal dari bahasa Latin “de”, artinya 
lepas dan “centrum”, yang berartipusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari 
pusat. Sementara, dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, bab I, pasal 1 
disebutkan bahwa: 
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 
kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Kesatuan RI”. Istilah desentralisasi muncul dalam paket UU tentang 
otonomi daerah yang pelaksanaannya dilator belakangi oleh keinginan segenap 
lapisan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam semua bidang pemerintahan. 
Menurut Bray dan Fiske Desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana 
suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan 
untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan 
segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. 
Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (7) 
UU Nomor 32 Tahun 2004). Tentang desentralisasi ini ada beberapa konsep yang 
dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. 
1) Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan 




bidang legislatif, judikatif, atau administratif (Encyclopedia of the Social 
Sciences, 1980). 
2) Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan 
merupakan kebalikan dari sentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintah 
pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan (Soejito, 1990). 
3) Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pernerintah 
pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa 
wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo, 
2002). 
4) Desentralisasi adalah sehagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh 
badan-badan umurn yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan 
pertimbangan kepentingan sendiri mengambil lceputusan pengaturan 
pernerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu (Hoogerwerf, 
1978). 
5) Decentralization is the transfer of planning, decision inaking, or 
ndnlinistrative authority from the central government to its field organizations, 
local and administrative units, setni autonomous and pcrastatal organizations, 
local government, or nongoverrirnental ornanizatioais (Rondinelli clan Chcema, 
1983: 77). 
6) Pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui 
proses desentralisasi unisan-urusan pemerintahan yang semula termasuk 




pernerintah daerah agar menjacli urusan rumah tangganya sehingga urusan 
tersebut beralih kepada clan menjadi wewenang clan tanggung jawab pernerintah 
daerah (Koswara, 1996). 
7) Desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan bisa berarti 
merestrukturisasi atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu 
sistem tanggung jawab bersama antara institusi-institusi pemerintah tingkat 
pusat, regional, maupun lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Sehingga 
meningkatkan kualitas keefektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, 
dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas tingkat subnasional (UNDP, 
2004:5) 
Dari beberapa konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan 
adanya penyerahan wewenang urusan-urusan yang semula menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan 
tersebut.  
Menurut Rondinelli, desentralisasi secara luas diharapkan untuk mengurangi 
kepadatan beban kerja di pernerintah pusat. Sementara itu, di lain pihak Maddick, 
mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan 
kemampuan aparat pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih baik 
mengenai keadaan daerah, untuk menyusun program-program daerah secara lebih 





Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari system sentralisasi ke sistem 
desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan 
wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan 
mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di 
bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi di bidang 
pemerintahan lainnya, di mana disentralisasi pada bidang pemerintahan berada pada 
tingkat kabupaten/kota. Sedangkan desentralisasi pendidikan tidak hanya berhenti 
pada tingkat kabupaten/kota saja, tatapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau 
sekolah maupun perguruan tinggi sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan.
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B. Prinsip Universal  
Perlu disadari bahwa otonomi merupakan prinsip universal yang harus dimiliki 
oleh perguruan tinggi, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia. 
Piagam Magna Charta Universitatum, menyatakan bahwa perguruan tinggi 
merupakan institusi otonom yang harus dikelola secara khusus karena menghasilkan 
dan menguji ilmu pengetahuan berdasarkan riset dan pengajaran, oleh karena itu 
perguruan tinggi harus otonom
4
. 
Prinsip universal perguruan tinggi merupakan hal yang melekat pada perguruan 
tinggi, karena menyangkut: 
1. Pilar Pencarian Kebenaran 
                                                          
 3 Armida S. Alisjahbana, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan, (Bandung: Universitas 
Padjajaran, 2000) 






Sebagai institusi pendidikan yang melaksanakan Tridharma (pendidikan, 
penelitian, pengabdian pada masyarakat), perguruan tinggi bertugas menjadi pilar 
pencarian kebenaran serta sumber kekuatan moral masyarakat. Hal ini dapat dicapai 
melalui komunikasi dan publikasi berbagai hasil penelitian sebagai upaya 
membangun budaya dan peradaban bangsa, menciptakan dan mentransfer ilmu 
pengetahuan, serta menjawab berbagai permasalahan masyarakat berdasar kebebasan 
mimbar akademik, kebenaran, serta metode ilmiah. Selain itu, perguruan tinggi juga 
harus berupaya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, kultural, dan politik dari 
masyarakat serta mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua 
kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan adanya otonomi. 
2. Independen 
Perguruan tinggi harus memiliki independensi atau kebebasan dalam mengambil 
keputusan dan merumuskan kebijakan yang menyangkut pengelolaan administrasi, 
keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kerja sama, serta 
aktivitas lain yang berkaitan, tanpa intervensi pihak lain. Seluruh sivitas akademika di 
perguruan tinggi memiliki hak untuk menjalankan tugasnya tanpa diskriminasi dan 
tanpa rasa takut akan adanya gangguan, larangan, atau represi dari manapun. 
3. Flexibel dan tidak Birokratis 
Otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi bukan hanya otonomi dalam 
bentuk kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, 
akan tetapi juga otonomi dalam mengelola sendiri institusinya seperti pengelolaan 




dan sebagainya. Hal inilah yang memungkinkan perguruan tinggi tidak lagi 
menggunakan sistem birokrasi yang rumit dan bertele-tele layaknya penanganan 
masalah melalui proses birokrasi yang panjang. Misalnya saja dalam pengelolaan 
keuangan yang tidak rumit seperti pengelolaan keuangan pemerintah, pengelolaan 
asset sendiri yang memungkinkan investasi dari pihak lain untuk dapat bekerjasama 
dengan perguruan tinggi. Untuk maju, perguruan tinggi harus dikelola dengan baik 
dan bukan diperlakukan seperti birokrasi yang harus menempuh proses panjang. 
Pengambilan keputusan di perguruan tinggi harus singkat dan fleksibel. 
4. Proaktif dan Responsif 
Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapi masyarakat dan bangsa. Perguruan tinggi juga harus kritis terhadap kondisi 
aktual, seperti represi politik dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Karena itu, 
otonomi perguruan tinggi menjadi dasar yang kuat bagi perguruan tinggi dalam 
menjalankan perannya secara optimal untuk merespon perubahan secara cepat, 
sehingga daya saing bangsa dan negara yang diperlukan dapat terus ditingkatkan 
melalui pendidikan tinggi. Komisi Uni Eropa (2006) menyatakan bahwa “universities 
will not become innovative and 
responsive to change unless they are given real autonomy…”. 
5. Otonomi menjadi sebuah prestasi 
Langkah Indonesia memberikan otonomi PTN telah menjadi acuan (best 
practice) negara lain dalam pengelolaan perguruan tingginya. Selama sepuluh tahun 




tinggi di negara-negara Asia seperti Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan lainnya. 
Termasuk juga Jepang (2004) dan Perancis (2007). Selain itu peringkat world class 
university juga didominasi oleh perguruan tinggi otonom. Hal ini menunjukkan 
bahwa otonomi perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk prestasi yang menjadi 
salah satu potensi besar dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi ke depan. 
C. Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi 
Istilah otonomi dan keharusan perguruan tinggi untuk menjalankan otonomi 
pengelolaan perguruan tinggi secara khusus diatur pada batang tubuh UU Dikti yang 
terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “Perguruan Tinggi memiliki otonomi 
untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”. Hal 
ini mengisyaratkan bahwa otonomi sebagai kemampuan untuk mengelola sendiri, 
mengatur sendiri, mengurus rumah tangga sendiri. 
1. Lingkup Otonomi Perguruan Tinggi 
Otonomi pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi terdiri dari 
otonomi pengelolaan di bidang akademik dan otonomi pengelolaan di bidang 
nonakademik. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik dan 
nonakademik tercantum dalam Pasal 64 UU Dikti. 
Pasal 64 
(1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. 
(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta 
pelaksanaan Tridharma. 
(3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada 





a. organisasi;  
b. keuangan; 
c. kemahasiswaan; 
d. ketenagaan; dan 
f. sarana prasarana. 
a. Otonomi bidang Akademik 
Otonomi pengelolaan bidang akademik merupakan kebebasan perguruan tinggi 
dalam mencari kebenaran, menciptakan dan mentransfer ilmu, serta upaya menggali 
dan menjawab permasalahan melalui metoda ilmiah. Sebagai penyelenggara 
pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi harus 
bebas dari berbagai kepentingan individu atau kelompok, kepentingan politik, 
panjangnya birokrasi, dan hambatan lainnya. 
Perguruan tinggi harus otonom dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. 
Otonomi pengelolaan bidang akademik dilaksanakan dalam penyelenggaraan 
Tridharma perguruan tinggi yang secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UU 
Dikti. Pada dharma pendidikan dan pengembangan ilmu, otonomi pengelolaan di 
bidang akademik tercantum dalam Pasal 8 dan 9, dharma penelitian tercantum dalam 
Pasal 45, sedangkan dharma pengabdian masyarakat tercantum dalam Pasal 47. 
Pasal 8 
(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu pengetahuan 
dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan. 
(2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran 
dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 
manusia. 
(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 








(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk 
mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 
bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. 
(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas 
dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang 
ilmunya. 
(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, 
dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode 
keilmuan, dan budaya akademik. 
 
Pasal 45 
(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu 
pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan daya saing bangsa. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas 
Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 
jalur kompetensi dan kompetisi. 
 
Pasal 47 
(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika 
dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi 
untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa.  
(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, 
keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial 
budaya masyarakat. 
(3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses 
pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber 
belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. 
(4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada 




yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi 
tepat guna. 
 
Otonomi pengelolaan bidang akademik tergambar dalam pelaksanaan Tridharma 
pendidikan tinggi berbentuk kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta 
otonomi keilmuan. Dalam dharma pendidikan, otonomi pengelolaan bidang akademik 
mencakup penerimaan dan pemberhentian mahasiswa, penyusunan dan penetapan 
kurikulum, pengangkatan dan penugasan tenaga pendidik, pelaksanaan proses 
pengajaran, pemberian gelar kepada lulusan, penetapan dan pengaturan kegiatan 
mahasiswa, pemberian ijazah, dan kegiatan lainnya. Sementara untuk dharma 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, otonomi pengelolaan bidang akademik 
adalah kewenangan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat secara ilmiah serta mengkomunikasikan hasilnya. 
b. Otonomi Bidang Non Akademik 
Otonomi pengelolaan bidang nonakademik merupakan kewenangan yang 
diberikan kepada perguruan tinggi untuk penetapan norma dan kebijakan operasional 
untuk mengelola sendiri organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, serta 
sarana prasarana (Pasal 64 ayat (3)). Pengaturan mengenai organisasi, keuangan, 
kemahasiswaan, ketenagaan, serta sarana prasarana diatur tersebar dalam beberapa 
pasal dalam UU Dikti sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan pengelolaan 
perguruan tinggi. 
Ketentuan mengenai organisasi penyelenggara perguruan tinggi dalam 




Dikti. Organisasi penyelenggara perguruan tinggi dalam melaksanakan otonomi 
perguruan tinggi secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma 
dan fungsi manajemen sumber daya. Hal ini dikarenakan perangkat organisasi 
penyelenggara perguruan tinggi merupakan bagian dari sivitas akademika yang tugas 
utamanya adalah menjalankan Tridharma perguruan tinggi. 
Unsur-unsur organisasi penyelenggara perguruan tinggi paling sedikit terdiri dari 
unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan 
penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana 
administrasi atau tata usaha. Pengembangan dan penambahan organisasi 
penyelenggara diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. 
Pengaturan mengenai keuangan tercantum dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 
89 UU Dikti yang berisi tentang pendanaan dan pembiayaan perguruan tinggi yang 
terdiri dari tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi serta 
pembiayaan dan pengalokasian dana perguruan tinggi oleh negara. 
“Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi yang di berikan kepada Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berbeda. Untuk PTN, 
otonomi pengelolaan perguruan tinggi di berikan secara bertahap, sementara 
otonomi perguruan tinggi untuk PTS di serahkan kepada kebijakan badan 
penyelenggara”. 
 
Pengaturan mengenai kemahasiswaan terdapat dalam Pasal 73 sampai dengan 
Pasal 77 UU Dikti yang memberikan panduan dasar dalam penerimaan mahasiswa 
baru, pemenuhan hak mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan. Pengaturan 




ekonomi masyarakat yang beragam, dan upaya pemenuhan hak yang sama terhadap 
seluruh warga masyarakat untuk mengenyam pendidikan. 
Pengaturan mengenai Ketenagaan secara khusus diatur dalam pasal Pasal 69 
sampai dengan Pasal 72 UU Dikti yang berisi mengenai pengangkatan, penempatan, 
dan jenjang jabatan akademik. Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas dosen dan 
tenaga kependidikan yang diangkat dan ditempatkan di perguruan tinggi oleh 
pemerintah atau badan penyelenggara (Pasal 69). Pengaturan mengenai ketenagaan 
khususnya dosen juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen. 
Pengaturan mengenai sumber belajar serta sarana dan prasarana terdapat dalam 
Pasal 41 UU Dikti dimana sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib 
disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh perguruan tinggi sesuai dengan program 
studi yang dikembangkan. Sumber belajar tersebut dapat digunakan secara bersama 
oleh beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan 
prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, 
dan kecerdasan Mahasiswa. 
Pengembangan otonomi terhadap unsur-unsur tersebut diatas menjadi panduan 
umum dalam pengelolaan perguruan tinggi yang oleh perguruan tinggi disusun dalam 
statuta perguruan tinggi masing-masing. Statuta merupakan peraturan dasar bagi 
perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, 




nonakademik perguruan tinggi. Penetapan statute perguruan tinggi ditetapkan 
berdasarkan siapa yang mendirikan perguruan tinggi tersebut. 
“Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam 
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang di pakai sebagai acuan untuk 
merencanakan, mengembangkan program kerja, dan menyelenggarakan kegiatan 
fungsional sesuai dengan tujuan perguruan Tinggi.” 5 
 
Terdapat dua macam perguruan tinggi berdasarkan siapa yang mendirikannya, 
yaitu perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah yang disebut dengan PTN ada 
juga perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat yaitu PTS (Pasal 60 ayat (1) 
dan ayat (2)). Otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang diberikan kepada PTN dan 
PTS tentu saja berbeda. Untuk PTN, otonomi pengelolaan perguruan tinggi diberikan 
secara bertahap, sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi untuk PTS 
diserahkan kepada kebijakan badan penyelenggara yang mendirikan PTS tersebut. 
2. Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi bukan berarti perguruan tinggi dapat 
bebas mengelola dan mengatur institusinya tanpa kendali. Pengelolaan perguruan 
tinggi yang otonom memerlukan tata kelola yang mendahulukan prinsip good 
governance, yaitu menjaga keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas dan 
transparansi kepada seluruh sivitas akademika, pemegang kebijakan, serta masyarakat 
luas. 
Dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi, UU Dikti menegaskan 
Pasal 63 
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d. penjaminan mutu; dan 
e. efektivitas dan efisiensi. 
 
lima prinsip yang melekat seperti tertuang dalam Pasal 63 berikut ini: 
a. Akuntabilitas 
Prinsip akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi diuraikan dalam Pasal 78 UU 
Dikti. Prinsip akuntabilitas merupakan kemampuan dan komitmen untuk 
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada 
semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Prinsip akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas akademik dan nonakademik yang 
wajib diwujudkan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri 
dari sepuluh standar yaitu standar nasional pendidikan ditambah dengan standar 
penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Pasal 54 UU Dikti). Akuntabilitas 
diwujudkan melalui keseimbangan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap 
jurusan (sesuai Pasal 73 ayat 4, kata yang dipakai sebenarnya bukan “jurusan” tetapi 
“program studi”) dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga 
kependidikan, pelayanan, sumber daya pendidikan lainnya serta sistem pelaporan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Prinsip akuntabilitas harus melekat pada pelaksanaan otonomi pengelolaan 
perguruan tinggi sebagai bentuk kontrol yang terukur, sehingga bebas dari 




Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi adalah 
diselenggarakannya akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (Pasal 
55 ayat (5)). Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 ayat (1)) 
b. Transparansi 
Prinsip transparansi berarti bahwa pengelolaan perguruan tinggi harus terbuka 
dan mampu menyajikan informasi yang relevan, secara tepat dan akurat kepada 
pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan dalam 
pengelolaan perguruan tinggi yang dapat merugikan masyarakat. 
c. Nirlaba 
Prinsip nirlaba wajib dijalankan dalam seluruh aspek pendidikan di Indonesia 
termasuk pendidikan tinggi. Prinsip nirlaba menekankan bahwa setiap kegiatan yang 
dilakukan perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau sisa hasil 
usaha. Jika ada sisa hasil usaha, seluruhnya harus digunakan untuk meningkatkan 
kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan perguruan tinggi tersebut. Penerapan 
prinsip nirlaba menepis anggapan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi 
bertujuan untuk mengambil dana sebesar-besarnya untuk mengambil keuntungan 
karena ada indikasi bahwa PTN BHMN “mencari dana” dengan membebankan biaya 
kuliah tinggi kepada mahasiswa dengan dalih otonomi pengelolaan keuangan. 
Otonomi juga kerap disalah persepsikan sebagai privatisasi dimana universitas 




Oleh karena itu, dengan mewajibkan prinsip “nirlaba”, kecenderungan ini diharapkan 
bisa dihilangkan. 
d. Penjaminan Mutu 
Prinsip penjaminan mutu dimaksudkan untuk menjamin adanya kegiatan 
sistemik bahwa untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau 
melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan 
pendidikan secara berkelanjutan. Pengelolaan perguruan tinggi harus memenuhi 
prinsip penjaminan mutu dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi 
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di manapun dan dalam 
bentuk apapun. Hal ini menghindari 
praktik perguruan tinggi “abal-abal” yang tidak sesuai dengan standar nasional 
perguruan tinggi. 
e. Efektifitas dan Efisiensi 
Prinsip efektivitas dan efisiensi berarti bahwa setiap kegiatan pengelolaan 
perguruan tinggi harus dilakukan secara sistemik untuk memanfaatkan sumber daya 
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi 
pemborosan. Prinsip ini menyesuaikan dengan standar nasional perguruan tinggi yang 
direncanakan dan ditetapkan dengan tetap bertujuan pada upaya meningkatkan mutu 













Indonesia memiliki lebih dari 3000 perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. 
Ada tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri yang diatur oleh UU Dikti yaitu: 
a. PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah 
 
PTN Satker merupakan PTN sebagai bagian dari institusi Kemdikbud. 
Kewenangan untuk melaksanakan pendidikan tinggi diberikan oleh pemerintah 
melalui prinsip pendelegasian wewenang, dimana tanggung jawab sepenuhnya berada 
pada atasan PTN yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi. 
Terhadap PTN Satker, otonomi hanya mencakup otonomi di bidang akademik. 
Pengelolaan di bidang nonakademik disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada mengenai satuan kerja pemerintah (misalnya untuk pola 
pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
keuangan negara). 
Untuk PTN Satker, norma dan kebijakan, tarif layanan, investasi, kerjasama, 
serta utang piutang dikelola oleh pemerintah. Pegawai berstatus PNS, dan 
akuntabilitas dikontrol oleh Menteri. 
Ada tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri yang diatur 
oleh 
UU Dikti yaitu 
a. PTN sebagai Satuan Kerja Pemerintah 
b. PTN yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (PPK-BLU) 





b. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(PPK-BLU) 
“PTN yang yang menerapkan PPK-BLU merupakan PTN yang memiliki 
kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan di bandingkan PTN Satker. 
Dana yang di peroleh dari masyarakat, misalnya, dapat di gunakan langsung 
untuk kepentingan pengelolaan perguruan tinggi tanpa di setorkan dulu ke kas 
Negara.” 
 
Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU Dikti, menjelaskan bahwa PTN yang 
menerapkan PPK-BLU memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-
undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP PPK-BLU) yang 
kemudian diperbarui oleh PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum. Perguruan tinggi yang menerapkan PPK-BLU dapat 
menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara 
pada umumnya. Tentu saja hal ini masih terkait dengan prinsip nirlaba yang tidak 
mencari keuntungan. Kelebihan dana hasil usaha harus digunakan untuk 
pengembangan perguruan tinggi itu sendiri. 
Otonomi pengelolaan perguruan tinggi pada PTN yang menerapkan PPK-BLU 




UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara. PTN yang menerapkan 
PPK-BLU memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 
1. Norma dan kebijakan diatur pemerintah 
2. Penetapan anggaran PTN PPK-BLU masuk dalam Anggaran Pendapan 
Belanja Negara (APBN) 
3. Penetapan tarif yang ditarik dari masyarakat didelegasikan oleh Menteri 
Keuangan kepada Kemdikbud dan PTN bersangkutan. 
4.  Investasi, kerja sama, utang piutang dikelola oleh pemerintah 
5.  Pelaporan keuangan terintegrasi dengan Lembaga Kementerian Pemerintah 
Pusat 
6.  Aset tidak dipisahkan dari aset Negara 
7. Pengembangan unit usaha dan kerjasama dikendalikan oleh Kementerian 
Keuangan 
8. Ketenagaan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS 
9. Mekanisme pengalokasian dana APBN langsung melalui Kemdikbud. 
10. Pendapatan Negara Bukan Pajak dapat digunakan langsung untuk 
pengelolaan perguruan tinggi. 
11. Statuta perguruan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 
12. Akuntabilitas dikontrol oleh Menteri dan Menteri Keuangan. 
PTN yang menerapkan PPK-BLU merupakan PTN yang memiliki kewenangan 




diperoleh dari masyarakat, misalnya, dapat digunakan langsung untuk kepentingan 
pengelolaan perguruan tinggi tanpa disetorkan dulu ke kas Negara. 
c. PTN Badan Hukum 
“...bahwa universitas di Indonesia hendaknya merupakan sebuah badan 
hukum (mempunyai rechtpersoonlijkheid).”6 
 
“…Universitas milik Negara (PTN) perlu dibentuk sebagai badan hukum dan 
memiliki kemerdekaan seluas-luasnya dalam mengabdi terhadap ilmu 
pengetahuan”7 
 
Otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang ketiga adalah PTN yang berstatus 
badan hukum (PTN badan hukum). PTN badan hukum terpisah dari pemerintah dan 
bersifat nirlaba. Meskipun telah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri 
lembaganya, tanggung jawab penyelenggaraan PTN badan hukum tetap berada di 
tangan pemerintah. 
Ciri PTN badan hukum menurut UU Dikti (Pasal 65 ayat (4)) : 
1. Norma dan kebijakan diatur sepenuhnya oleh PTN bersangkutan 
2. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah 
3. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri 
4. Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi 
5. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel 
6. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga 
kependidikan 
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7. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi 
8. Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi. 
9. Akuntabilitas dikontrol oleh pemangku kepentingan 
Dalam UU Dikti, dijelaskan bahwa PTN badan hukum dapat memanfaatkan 
kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN badan 
hukum. Namun kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau 
dijaminkan kepada pihak lain (penjelasan Pasal 65). Penyelenggaraan otonomi PTN 
badan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ada. Berbagai hal rinci yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi di PTN 
badan hukum memang tidak dimuat dalam UU Dikti namun dalam Statuta PTN 
badan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah (Pasal 66 ayat (2)). 
Meskipun PTN badan hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan 
otonomi pengelolaan perguruan tinggi secara penuh, namun PTN badan hukum tetap 
merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada 
perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yang berada 
dalam lingkup tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, PTN badan 
hukum mendapatkan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh PTN badan hukum (Penjelasan Pasal 65). PTN badan hukum 
terpisah dari pemerintah dan secara penuh mengelola sendiri lembaganya, namun 
dapat memperoleh dana pendidikan tinggi seperti yang tercantum dalam pasal 89 ayat 





Selain itu, untuk menghindari praktik komersialisasi pada PTN badan hukum, 
dalam Pasal 65 ayat (5) UU Dikti ditegaskan bahwa PTN badan hukum harus 
menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Ini 
artinya, PTN badan hukum yang mendapatkan dana dari pemerintah memiliki 
tanggung jawab sosial yang ditugaskan oleh Negara untuk tetap menjadikan layannya 
terjangkau oleh masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi kurang mampu. Hal 
ini adalah untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap PTN badan hukum 
yang berkualitas. 
d. Pola Otonomi diberikan secara selektif 
Setiap perguruan tinggi memiliki kemampuan yang berbeda dalam pengelolaan 
baik akademik maupun nonakademik. Oleh karena itu, pola otonomi perguruan tinggi 
yang telah disebutkan di atas bukan merupakan sebuah keharusan. Belum semua 
perguruan tinggi mampu menjalankan otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Oleh 
karena itu, pemberian otonomi pengelolaan perguruan tinggi pun tidak dapat 
disamaratakan. 
Bagi PTN, pola otonomi pengelolaan perguruan tinggi diberikan secara selektif 
yang disesuaikan dengan kemampuan lembaganya. Kemampuan tersebut diukur 
melalui penilaian terhadap perguruan tinggi yang hasilnya memberikan gambaran 
mengenai kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengelola dirinya 
secara otonom sepenuhnya atau tidak. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 65 ayat (1) 
UU Dikti yaitu penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara 




Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) atau dengan 
membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. 
Pemberian pola otonomi pengelolaan pada perguruan tinggi dilakukan secara 
selektif berdasarkan hasil penilaian yang dikategorikan sebagai a) PTN sebagai 
satuan kerja, b) PTN dengan menerapkan PPK-BLU, atau c) PTN badan hukum. 
Masing-masing pola memiliki tingkat otonomi yang berbeda. Seleksi kemampuan 
yang dilakukan terhadap PTN tersebut bukan merupakan upaya pengkotak-kotakan 
perguruan tinggi atau kastanisasi namun lebih bertujuan untuk memicu semangat 
pengelola perguruan tinggi berlomba untuk meningkatkan kemampuannya dalam 
berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan Negara. Semakin tinggi tingkat 
kemampuan perguruan tinggi memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan 
negara, maka semakin besar luas pula lingkup otonomi yang akan diberikan. 
e. Tata Kelola PTS 
PTS merupakan perguruan tinggi yang dimiliki dan diselenggarakan masyarakat 
melalui badan hukum nirlaba atau yayasan. Awalnya terdapat dilema yang terjadi 
akan aturan mengenai pengelolaan PTS. Di satu sisi, pemerintah dianggap lepas 
tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PTS yang merasa dianaktirikan karena 
tidak banyak diatur dalam UU Dikti. Di sisi lain PTS, tidak mau terlalu banyak diatur 
karena pengelolaannya sangat berbeda dengan perguruan tinggi negeri. 
Sebenarnya, terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan oleh 
PTN maupun PTS, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap berada 




keleluasaan kepada badan hukum nirlaba atau yayasan untuk mengatur sendiri 
pengelolaan bidang nonakademik seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan 
kepegawaian, serta pengelolaan aset dan sarana. Karenanya, pengelolaan PTS 
diserahkan sepenuhnya kepada badan hukum nirlaba yang mendirikannya. Akan 
tetapi untuk bidang akademik tetap mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi 
yang ditetapkan pemerintah. 
Pengaturan otonomi pengelolaan PTS tertuang dalam pasal 67 UU Dikti yang 
berbunyi “Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.” Selain itu statuta PTS ditetapkan dengan surat 
keputusan badan penyelenggara atau yayasan. Meski demikian, UU Dikti tetap 
memberikan perhatian terhadap PTS dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah turut 
serta membiayai PTS, antara lain dengan pemberian tunjangan jabatan dosen, 
tunjangan kehormatan profesor, dana penelitian, beasiswa bagi dosen untuk studi 
















A.  Jenis Penelitian 
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, 
digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif)  
adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder yang ada. 
B.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan di lakukan pada Universitas Hasanuddin (Unhas), dengan 
pertimbangan bahwa Universitas Hasanuddin adalah salah satu Perguruan Tinggi 
Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Universitas Hasanuddin (Unhas di tetapkan 
sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) sejak tanggal 17 oktober 2014 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014. Pada tanggal 22 juli 2015, 




C.  Sumber Data/ Bahan Hukum 
 Untuk usaha pencarian data dalam rangka penelitian ini, maka penulis 
menggunakan jenis data sekunder. Data Sekunder (secondery data) yaitu data yang 
diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil 
                                                          




penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku 
atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.
2
 
Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
3
 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat4, seperti: 
i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 
b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer
5
, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal 
ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar. 
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
6
, berupa kamus-kamus 
seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus 
keilmuan seperti kamus istilah hukum, ekonomi, dan sosial. 
D.  Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif), 
pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-
prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research, penelitian ini 
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Bandung, 1995, hlm. 65. 
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menekankan segi-segi yuridis, dan melihat pada peraturan perundang-undangan dan 
penetapannya. 
E.  Teknik Pengumpulan Data 
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pegumpulan data sebagai 
berikut : 
1. Observasi 
Observasi proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejalah-
gejalah yang di teliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data 
apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan di catat secara 
sistematis, serta dapat di kontrol keandalam (reabilitasi) dan kesahihannya 
(validitasnya). 
2. Teknik Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan topic 
tertentu. Ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu 
pendapat hasil dari wawancara. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya 
yang bersangkutan. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Data yang berhasil dikumpulkan dari data sekunder akan dianalisis secara 




Data kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskriptifkan data yang diperoleh 
dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan 
mengenai Kajian Yuridis Normatif Otonomi Pengelolan Perguruan Tinggi  menurut 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Universitas Hasanuddin 
1) Sejarah Universitas Hasanuddin 
Universitas Hasanuddin, yang kemudian disingkat Unhas, merupakan sebuah 
perguruan tinggi negeri di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang 
berdiri pada 10 September 1956.  
Perguruan tinggi ini semula merupakan pengembangan dari Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia ketika Bung Hatta masih menjadi Wakil Presiden. Kampus 
Unhas semula dibangun di Baraya atau Kampus Baraya. 
Namun, awal tahun 1980-an, ketika Rektor dijabat Prof. Dr. Ahmad Amiruddin, 
Kampus Unhas dipindahkan ke Tamalanrea, karena Kampus Baraya sudah berada di 
tengah kota. 
Kini Kampus Unhas menempati areal seluas 220 hektare di Tamalanrea dengan 
berbagai fasilitas. Sejak akhir tahun 2006, Fakultas di Universitas hasanuddin 
bertambah 1 yang merupakan pemekaran dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan 
yaitu Fakultas Kehutanan. 
Saat ini telah dikembangkan kampus baru UNHAS yang dikhususkan untuk 




Kampus baru ini mulai dipergunakan sejak tahun 2006 walaupun masih dalam tahap 
renovasi dan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas. 
Pada tahun ini, Universitas Hasanuddin memasuki tantangan sekaligus harapan 
yang baru, pasalnya UNHAS mulai menjalankan penuh statusnya sebagai Perguruan 
Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang sebelumnya sejak tahun lalu 
UNHAS telah menguji coba sistem tersebut yang sudah diamanahkan Pemerintah 
bersama belasan PTN lainnya
1
. 
2) Visi, Misi dan Nilai Universitas Hasanuddin 
VISI UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 Pusat Unggulan Dalam Pengembangan Insani, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, 
Seni dan Budaya Berbasis Benua Maritim Indonesia. 
MISI UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas 
pembelajar yang inovatif dan proaktif.  
 Melestarikan, mengembangkan, menemukan dan menciptakan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 
 Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 
budaya bagi seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia. 
                                                          





NILAI UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 Integritas: mewakili jujur, berani, bertanggung jawab dan teguh dalam 
pendirian. 
 Inovatif: merupakan kombinasi dari kreatif, berorientasi mutu, mandiri dan 
kepeloporan. 
 Katalitik: mewakili sifat berani, keteguhan hati, dedikatif, dan kompetitif. 
 Arif: manifestasi kepatutan, adil dan beradap, holistik dan asimilatif.2 
3) Pimpinan Universitas Hasanuddin 
1. Rektor  
Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, menjabat Rektor Unhas sejak tanggal 
28  April 2014. Beliau adalah Guru Besar Sosiologi Universitas Hasanuddin 
dengan spesialisasi dalam bidang kajian konflik, studi gender dan pembangunan. 
Sebelum menjabat sebagai Rektor beliau telah menjabat sebagai Wakil Rektor 
Bidang Kerjasama selama 8 tahun. 
2. Wakil Rektor Bidang Akademik 
Prof. Dr. Ir. Junaedi Muhidong, M.Sc, menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik 
sejak tanggal 3 Juli 2014. Beliau adalah Guru Besar Dalam Bidang Teknologi 
Pertanian Unhas. 
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya. 






Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH, MS, menjabat Wakil Rektor Bidang Administrasi 
Umum, Keuangan, dan Sumber Daya sejak tanggal 28 April 2014. Beliau adalah 
Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum. 
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
Dr. Ir. Abdul Rasyid, M.Si, menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan 
Alumni sejak tanggal 22 Januari 2015. 
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama 
Prof. dr. Budu, P.hD, SPM(K) , menjabat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan Kerjasama sejak tanggal 3 Juli 2014. 
6. Sekretaris Universitas 
Dr. Ir. Nasruddin Salam, MT, menjabat Sebagai Sekretaris Universitas 
Hasanuddin sejak tanggal 4 Februari 2016.
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4)  Statuta PTN- BH 
 Pada tanggal 22 Juli 22 Juli 2015, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo , 
menerbitkan Peratiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 
Tentang Statuta Universitas Hasanuddin. Peraturan Pemerintah ini tercatat dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 171. 
Statuta Universitas Hasanuddin terdiri atas 11 Bab dan 76 pasal, yang secara 
garis besar mengatur operasional Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi 
Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sebagai telah di tetapkan sebelumnya melalui 










PTN badan hukum terpisah dari pemerintah dan bersifat nirlaba. Meskipun telah 
diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri lembaganya, tanggung jawab 
penyelenggaraan PTN badan hukum tetap berada di tangan pemerintah. Perlu saya 
gariskan di sini, bahwa jika  kita menolak PTN-BH, berarti kita menolak 
Pemerintah
5
. Berbagai hal rinci yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi di 
PTN badan hukum memang tidak dimuat dalam UU Dikti namun dalam Statuta PTN 
badan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah (Pasal 66 ayat (2)). 
Meskipun PTN badan hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan 
otonomi pengelolaan perguruan tinggi secara penuh, namun PTN badan hukum tetap 
merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada 
perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yang berada 
dalam lingkup tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, PTN badan 
hukum mendapatkan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh PTN badan hukum (Penjelasan Pasal 65). PTN badan hukum 
terpisah dari pemerintah dan secara penuh mengelola sendiri lembaganya, namun 
dapat memperoleh dana pendidikan tinggi seperti yang tercantum dalam pasal 89 ayat 
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(2) dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Selain itu, untuk menghindari praktik komersialisasi pada PTN badan hukum, 
dalam Pasal 65 ayat (5) UU Dikti ditegaskan bahwa PTN badan hukum harus 
menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Ini 
artinya, PTN badan hukum yang mendapatkan dana dari pemerintah memiliki 
tanggung jawab sosial yang ditugaskan oleh Negara untuk tetap menjadikan layannya 
terjangkau oleh masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi kurang mampu. Hal 
ini adalah untuk memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap PTN badan hukum 
yang berkualitas. 
B. Otonomi dan Tata kelolah Perguruan Tinggi setelah berlakunya UU Nomor 12 
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
1. Pemerintah Tidak Lepas Tanggung Jawab 
Otonomi pengelolaan perguruan tinggi seringkali diasumsikan sebagai upaya 
lepas tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini 
keliru, karena pada dasarnya pemerintah tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam 
penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UU Dikti: 
Pasal 7 
(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 
(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, 
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. 





a. Kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi 
sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan tinggi; 
b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana 
pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan pendidikan tinggi 
yang berkelanjutan; 
c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang 
berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan; 
d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan 
pengelolaan sumber daya perguruan tinggi; 
e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
perguruan tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan; 
f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi 
masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi; 
g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang 
melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan 
pendidikan tinggi; dan 
h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian 
tujuan pendidikan tinggi. 
(4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, 
tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas 
penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat lepas tangan dalam 
menyerahkan pengelolaan kepada perguruan tinggi. Sebaliknya UU Dikti justru 
mempertegas tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi 
di Indonesia tercermin dari berbagai kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh pemerintah. Kewajiban tersebut termasuk menetapkan kebijakan 
umum, jaminan akan kebijakan umum, keterjangkauan, mutu, pemerataan, akses, 





“Tanggung Jawab Pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu secara 
ekonomi secara tegas tertuang dalam pasal 76 ayat (1) di mana pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak 
mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan 
studinya sesuai dengan peraturan akademik” 
 
Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya praktik- praktik 
penyalahgunaan otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi. Pemerintah tetap 
harus berada pada posisinya dalam mengatur, merencanakan, mengawasi, memantau, 
dan mengevaluasi serta melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap perguruan 
tinggi. 
Secara eksplisit beberapa tanggung jawab pemerintah tertuang dalam berbagai 
pasal seperti memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar perguruan tinggi dengan 
dunia usaha dan dunia industri (Pasal 48 dan Pasal 79), menyelenggarakan sistem 
penjaminan mutu (Pasal 51), membentuk pangkalan data untuk melakukan 
pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan 
koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Pasal 56), dan masih banyak lagi. 
“Pengaturan, terutama yang bersifat teknis, tidak dapat sepenuhnya masuk 
kedalam pengaturan setingkat undang-undang. UU Dikti memberikan dasar-dasar 
umum pendidikan tinggi yang pengaturan oprasionalnya diatur dalam PP dan 
Permen.”  
 
Dalam hal pendanaan, pemerintah juga memiliki kewajiban menyediakan dana 
untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dialokasikan dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara. Perguruan Tinggi juga bisa mendapatkan dukungan dana 





(1)Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
(2)Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi 
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
Tanggung jawab pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi 
secara tegas tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) dimana pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang 





UU Dikti dinilai sangat etatis oleh beberapa kalangan. Pemerintah dianggap 
menjadi pusat segala kekuasaan dalam menggerakkan seluruh elemen dengan kontrol 
yang ketat dimana dalam UU Dikti ini banyak pengaturan detil yang diserahkan pada 
Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Perlu diketahui bahwa 
pengaturan, terutama yang bersifat teknis, tidak dapat sepenuhnya masuk ke dalam 
pengaturan setingkat Undang-Undang. UU Dikti memberikan dasar-dasar umum 
pendidikan tinggi yang pengaturan operasionalnya diatur dalam PP dan Permen. 
Etatisme yang tercermin dalam UU Dikti diperlukan untuk menjamin dan 
melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai hal yang merugikan masyarakat. 
Pemerintah harus memastikan bahwa: 
 tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pendidikan 
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tinggi, termasuk dalam pendanaan PTN maupun PTS, melindungi masyarakat 
dari komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi 
 melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak 
bermutu, jual-beli ijazah dan gelar 
 memperluas akses hingga ke Kabupaten/Kota dan daerah tertinggal, terdepan, 
dan terluar; serta 
 melakukan afirmasi jaminan hak akses masyarakat yang berpotensi namun 
kurang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan tinggi. 
Etatisme yang diusung dalam UU Dikti dilakukan sebagai bentuk tanggung 
jawab Pemerintah mengelola pendidikan tinggi sebagaimana diamanahkan konstitusi 
untuk pemenuhan hak masyarakat. Intinya, Pemerintah wajib melindungi kepentingan 
masyarakat sehingga Pemerintah perlu mengatur sistem pendidikan tinggi tanpa 




3. UU Dikti bukan Otonomi Setengah hati 
Persepsi ini mengacu pada anggapan bahwa UU Dikti memberikan otonomi 
setengah hati atau “dibebaskan tapi dipagari”. Anggapan tidak tepat, karena otonomi 
yang diusung dalam UU Dikti sesungguhnya adalah “otonomi yang bertanggung 
jawab”. UU Dikti justru menjamin otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kebebasan akademik 
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merupakan prinsip penting dalam pendidikan tinggi, agar ilmu pengetahuan dan 
teknologi bisa berkembangdengan baik. 
Namun Otonomi harus disertai dengan akuntabilitas dan transparansi. 
Akuntabilitas merupakan prinsip yang wajib diusung dalam penyelenggaraan 
otonomi yang berarti terukur, proporsional, dan dapat di pertanggung jawabkan, 
kepada masyarakat. Sementara transparansi merupakan keterbukaan dan kemampuan 
perguruan tinggi menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku 
kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas dan transparansi dimaksudkan untuk 
memagari praktik pengelolaan yang tidak wajar, asal, dan tidak sesuai
8
. 
4. UU Dikti Bukan pengebirian otonomi 
Ada anggapan bahwa beberapa pengaturan bidang akademik dalam UU Dikti 
membatasi otonomi bidang akademik perguruan tinggi, seperti yang terdapat dalam 
pengaturan mengenai rumpun ilmu (Pasal 10 UU Dikti), kurikulum (Pasal 35 UU 
Dikti), dan beberapa pasal lainnya. 
Pengaturan mengenai rumpun ilmu serta kurikulum merupakan panduan dasar 
yang harus diikuti agar perguruan tinggi tetap menjalankan kegiatan akademik sesuai 
standar minimal sementara pengembangan selanjutnya diserahkan kepada perguruan 
tinggi masing-masing dengan otonomi pengelolaan bidang akademik yang dimiliki. 
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Pencantuman rumpun ilmu dalam UU Dikti dimaksudkan sebagai acuan untuk 
perguruan tinggi dalam membuat fakultas, program studi, serta jenjang karir. 
Rumpun ilmu akan memudahkan seseorang untuk berada pada jalur karirnya, karena 
jika rumpun ilmu tidak diatur, maka konsistensi karir yang bersangkutan bisa menjadi 
masalah. Misalnya kasus seseorang tidak dapat menjadi guru besar karena tidak jelas 
rumpun ilmunya. 
Pengaturan mengenai kurikulum dimaksudkan agar penyelenggaran pendidikan 
tinggi tetap mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sehingga mutunya tetap 
terjaga, mengingat banyaknya kasus-kasus perguruan tinggi yang belum memenuhi 
standar nasional perguruan tinggi. Pasal 54 ayat (3) menegaskan bahwa “Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan 
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai 
tujuan pendidikan tinggi.”9 
5. Menghindari Komersialisasi Pendidikan Tinggi 
Muncul kekhawatiran masyarakat bahwa komersialisasi pendidikan dan 
otonomi pengelolaan perguruan tinggi akan memberatkan masyarakat karena biaya 
pendidikan tinggi menjadi semakin mahal. Ditengarai, ada perguruan tinggi yang 
berusaha menarik dana dari mahasiswa untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. 
Perguruan tinggi tersebut akan mencari berbagai cara agar memperoleh keuntungan 
yang sebesar-besarnya dari pengelolaan perguruan tinggi. 
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“Jaminan perolehan hak untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi bagi 
mereka yang memiliki kemampuan akademik yang memadahi telah dijamin 
melalui pengaturan yang ada dalam UU Dikti mulai dari seleksi masuk perguruan 
tinggi sampai lulus. Pemerintah akan menanggulangi biaya ujian saringan masuk 
secara nasional yang merupakan sebuah proses seleksi akademis dan tidak di 
kaitkan dengan tujuan komersial” 
 
 Praktik tersebut sebenarnya dapat ditangkal, karena salah satu prinsip yang harus 
dipegang dalam pelaksanakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah nirlaba, 
seperti yang ditegaskan dalam Pasal 53 UU Sisdiknas dan Pasal 63 UU Dikti. Seperti 
telah dijelaskan sebelumnya, prinsip nirlaba menjadi roh penyelenggaraan pendidikan 
di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di 
perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Bila perguruan tinggi 
memiliki sisa hasil usaha yang bersumber dari pengelolaan perguruan tinggi, harus 
ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau 
mutu layanan pendidikan. Penerapan prinsip nirlaba ini seyogyanya menepis 
anggapan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi bertujuan untuk mengambil 
dana sebesar-besarnya dari masyarakat untuk mengambil keuntungan. 
Demikian pula halnya dengan anggapan bahwa otonomi menyebabkan mahalnya 
biaya kuliah juga tidak tepat. Mahalnya biaya pendidikan tinggi bukan merupakan 
akibat dari otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi yang 
tidak otonom yang biaya kuliahnya jauh lebih mahal dari perguruan tinggi otonom. 
Mahalnya biaya pendidikan tinggi sesungguhnya terkait keterbatasan anggaran dan 
kemampuan pemerintah dalam menyiapkan dana pendidikan yang bersumber dari 




Mahalnya biaya pendidikan tinggi untuk setiap program studi, disinyalir 
disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang perguruan tinggi dalam menentukan 
biaya pendidikan tanpa memperhatikan standar biaya operasional pada setiap 
program studi. Hal ini terjadi apabila tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Penentuan satuan biaya operasional setiap 
program studi diatur dalam Pasal 88 UU Pendidikan Tinggi berikut ini: 
Pasal 88 
(1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan 
Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: 
a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
b. jenis Program Studi; dan 
c. indeks kemahalan wilayah. 
(2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN. 
(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang 
ditanggung oleh Mahasiswa. 
(4)  Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua 
Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. (5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar 
alokasi dana pemerintah dan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Penetapan biaya 
pendidikan tinggi negeri yang ditanggung oleh mahasiswa harus melalui persetujuan 
menteri. Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan 





Penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dikuatkan dengan 
adanya pengaturan untuk PTN badan hukum yang secara khusus ditugaskan untuk 
menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau (Pasal 65 ayat (4)). Isi pasal ini 
merupakan bentuk penguncian kekhawatiran masyarakat bahwa terdapat PTN 
berbadan hukum yang dengan seenaknya menetapkan tarif dari masyarakat yang 
melambungkan biaya pendidikan tinggi. 
Kekhawatiran lain terkait otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah 
mahasiswa miskin tidak dapat masuk perguruan tinggi apalagi memilih program studi 
favorit. Kekhawatiran ini juga telah diatur melalui beberapa pasal yang menjamin 
pelayanan pendidikan yang tidak membeda-bedakan kemampuan ekonomi, ras, 
agama, dan lainnya, namun murni berdasarkan kemampuan akademik calon 
mahasiswa tersebut. Jaminan perolehan hak untuk dapat mengenyam pendidikan 
tinggi bagi mereka yang memiliki kemampuan akademik yang memadai telah dijamin 
melalui pengaturan yang ada dalam UU Dikti mulai dari seleksi masuk perguruan 
tinggi sampai lulus. Pemerintah akan menanggung biaya ujian saringan masuk secara 
nasional yang merupakan sebuah proses seleksi akademis dan tidak dikaitkan dengan 
tujuan komersial. Pengaturan mengenai akses dan keterjangkauan tertuang dalam 
beberapa pasal berikut ini: 
Pasal 73 
(1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat 
dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk 
lain. 
(2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola 




(3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 
memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi. 
(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum 
Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan 
prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya 
pendidikan lainnya. 
(5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi 
akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. 
(6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh 
PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru 
PTN secara nasional. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara 
nasional diatur dalam Peraturan Menteri. 
 
Pasal 74 
(1) PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi 
akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon 
Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang 
diterima dan tersebar pada semua Program Studi. 
(2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, 
Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat. 
 
Pasal 76 
(1) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban 
memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat 
menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. 
(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara memberikan: 
a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; 
b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau 
c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/ atau 
memperoleh pekerjaan. 
(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima 
pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai 
studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua , atau pihak yang 
membiayainya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana 






“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di atur 
dalam UU Dikti” 
 
Pengaturan tersebut merupakan salah satu upaya perluasan akses pendidikan. 
Masuknya calon mahasiswa ke perguruan tinggi harus berdasarkan kemampuan 
akademik yang memadai dan tidak bisa dikaitkan dengan alasan lain apapun termasuk 
alasan finansial. Setelah sang calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi, ada 
jaminan bahwa mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikannya. 
Bagi calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi namun 
tidak mampu secara ekonomi, diberikan tempat khusus paling sedikit dua puluh 
persen. Perguruan tinggi berkewajiban secara aktif mencari dan menjaring calon 
mahasiswa yang masuk dalam kualifikasi tersebut. Pembiayaan untuk membantu 
mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, dapat berupa beasiswa bagi yang 
berprestasi, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, maupun pinjaman dana tanpa 
bunga yang dapat dilunasi setelah lulus atau yang bersangkutan telah memperoleh 
pekerjaan. 
Dalam membantu pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi 
masyarakat juga didorong untuk ikut mendanai pendidikan tinggi dalam berbagai 
bentuk. Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 UU 
Dikti. 
Pasal 84 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi. 
(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan 







d. persembahan kasih; 
e.  kolekte; 
f.  dana punia; 
g. sumbangan individu dan/atau perusahaan; 
h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan 
i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 
 
Pasal 85 
(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan 
Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. 
(2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan 
yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, 
orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. 
 
Pasal 86 
(1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif 
memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. 
(2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industry 
atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan 
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Unsur masyarakat seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas dapat terdiri 
dari alumni, dunia usaha, dan industri serta kalangan mahasiswa itu sendiri. Namun 
untuk mahasiswa, diberlakukan kembali prinsip bahwa dana pendidikan yang diambil 
harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan. Untuk 
kalangan industri yang memberikan bantuan dana pendidikan, pemerintah 
memberikan kepada mereka insentif tertentu dalam bentuk yang dimungkinkan oleh 
aturan perundangan. Jaminan-jaminan ini merupakan upaya pemenuhan hak setiap 
orang untuk memperoleh pendidikan
10
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C. Faktor Pendukung Pelaksanaan Otonomi Pendidikan Tinggi 
1. Syarat Otonomi Perguruan  Tinggi 
Pasal 65 ayat (1) menegaskan, “Penyelenggaraan Otonomi Perguruan Tinggi 
(OPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 dapat diberikan secara 
selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN 
badan hukum untuk menghasilan Pendidikan Tinggi yang bermutu.” PTN yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memiliki tata kelola 
dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan  (Pasal 
65 ayat (2)). 
Norma yang diterapkan oleh PTN secara mandiri dalam mengelola lembaganya 
menurut Pasal 68 menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan 
PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  
Dengan penegasan-penegasan di atas nampak bahwa untuk menilai mampu 
tidaknya sebuah PTN menyelengarakan otonomi sesuai dengan dasar dan tujuan serta 
kemampuan PTN adalah ditakar dengan Peraturan Menteri, sedangkan norma yang 
harus dijadikan patokan dalam menyelenggarakan otonomi adalah Peraturan 
Pemerintah. 
2. Bentuk Badan Hukum 
Bahwa untuk menjamin otonomi perguruan tinggi negeri, kemandirian badan 




Berdasarkan wawancara penulis dengan Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, 
selaku (Rektor Universitas Hasanuddin Makassar), mengatakan bahwa otonomi 
adalah kewenangan yang di berikan kepada perguruan tinggi negeri untuk mengatur 
dan mengurus sendiri berbagai kebutuhan dan potensi dalam rangka mengembangkan 
universitas berkelas dunia. Otonomi tidak di maksudkan untuk memarjinalkan warga 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi, melainkan jaminan 
kemandirian untuk menciptakan inovasi dan produksi ilmu pengetahuan. Tentu saja 
otonomi perguruan tinggi tetap berada pada koridor rencana strategi nasional dan 
program pembangunan nasional di bidang pendidikan.
 11
 
 Dengan kata lain, otonomi perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam 
bingkai kebijakan dan tujuan nasional. Untuk menjamin otonomi perguruan tinggi 
tersebut, maka badan hukum khusus bagi perguruan tinggi negeri yang otonom ( 
Sebagaimana telah dipraktikkan dalam BHMN selama ini) merupakan suatu pilihan 
kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Jika terdapat berbagai kelemahan dalam 
implementasinya selama ini, maka perlu dilakukan revisi menuju pada otonomi yang 
bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
3. Otonomi Akademik 
Otonomi perguruan tinggi negeri dimaksudkan agar setiap penyelenggara 
pendidikan tinggi dimaksud memiliki kewenangan untuk menentukan dan menjamin 
                                                          
11 Wawancara dengan Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor 




sendiri kualitas akademik, termasuk kurikulum, program studi, metode pembelajaran, 
profil lulusan, produk penelitian dan pengabdian masyarakat. Meskipun demikian, 
kemandirian akademik harus menjunjung tinggi rencana strategis dan kebijakan 
nasional yang menjamin mandat konstitusi, undang-undang dan kebijakan 
pemerintah. 
4. Otonomi Keuangan dan Kekayaan 
Otonomi akademik tidak dapat dipisahkan dari otonomi keuangan dan kekayaan. 
Prinsip dasar otonomi keuangan dan kekayaan adalah bahwa pembiayaan yang timbul 
akibat dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tidaklah semata-mata menjadi 
tanggung jawab Negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab universitas dan 
masyarakat. Perguruan tinggi dituntut untuk turut secara aktif mencari sumber-
sumber penerimaan bagi pembiayaan pendidikan. Masyarakat sebagai warga (citizen) 
sekaligus sebagai pelanggan/pengguna (costumer) harus ikut bertanggung jawab 
dalam pembiayaan pendidikan tersebut. Pada sisi lainnya, sesuai dengan mandate 
konstitusi UUD 1945, Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk pembiayaan 
pendidikan. Dengan demikian, sumber-sumber pembiayaan pendidikan tinggi 
dibebankan secara proporsional antara Negara masyarakat dan penyelenggara 
pendidikan tinggi. 
Otonomi keuangan dan kekayaan tidak melepaskan tanggung jawab perguruan 
tinggi untuk melaporkan penggunaan dana baik yang berasal dari negara maupun dari 
masyarakat. Karena itu, sejauh menyangkut penggunaan dana yang berasal dari 




pertanggungjawaban sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang 
berlaku. Sedangkan penggunaan dana yang berasal dari masyarakat harus di laporkan 
baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. 
Untuk menunjang otonomi perguruan tinggi dan dalam rangka meningkatkan 
kualitas pendidikan, maka sisa hasil usaha yang diperoleh dari penyelenggaraan 
pendidikan dikembalikan untuk investasi dan pengembangan serta tidak di setorkan 
kepada kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN). 
5. Otonomi Sumber Daya Manusia 
Otonomi sumber daya manusia dimaksudkan bahwa perguruan tinggi memiliki 
kemandirian untuk menentukan dan mengelolah sendiri sistem kepegawaian 
mendukung kualitas pendidikan, penelitian dan pengajaran. Dalam rangka otonomi 
sumberdaya manusia perguruan tinggi di berikan wewenang untuk menentukan 
sendiri sistem  rekrutmen, sistem promosi, sistem manajemen kinerja, sistem reward 
dan punishment dan berbagai sistem lainnya. Sedangkan intage sumber daya manusia 
perguruan tinggi dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan maupun 
sumber daya manusia yang berasal di luar pegawai negeri sipil yang di rekrut secara 
terbuka. Otonomi sumber daya manusia juga di maknai kewajiban perguruan tinggi 
untuk menjamin hak-hak kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan. 
6. Otonomi Tata Kelola 
Otonomi tata kelolah (governance) berarti bahwa perguruan tinggi memiliki 
kewenangan untuk menentukan organ-organ sebagai penyelenggara perguruan tinggi 




relasi antar organ dalam Anggaran Dasar. Prinsip dasar penyusunan organ 
penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah terwujudnya keseimbangan peran dan 




7. Nilai- nilai Luhur Perguruan Tinggi (PT) 
Tiga nilai Veritas, Justitia, dan Libertas harusnya mendasari kehidupan 
Perguruan Tinggi (PT), melandasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Alangkah indahnya ketika ketiga nilai dasar itu menjadi kenyataan dalam kehidupan 
Perguruan Tinggi kita di Indonesia. Pengertiannya adalah sebagai berikut. 
(a) Veritas Di terjemahkan sebagai Kebenaran. 
Seharusnya kebenaranlah yang di cari dan menjadi pedoman dalam berbagai 
tindakan yang di lakukan oleh sivitas akademika atas nama ilmu pengetahuan. Ketika 
sivitas akademika bisa menyatakan yang benar sesuai dengan fakta (bukan yang di 
sukai oleh penguasa), dosen dan guru besar dengan kepala tegak dapat mengajarkan 
mahasiswa tentang yang benar dan yang salah. Yang benar adalah yang sesuai dengan 
fakta yang di peroleh secara ilmiah. Tentu saja itu bukan yang di peroleh dari sumber 
yang memang menyetujui pesan yang ingin di sampaikan oleh peneliti atas pesan 
pemilik modal, termasuk penguasa. 
(b) Justitia Diartikan sebagai Keadilan 
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keadilan merupakan hal yang utama, sebab keadilan adalah salah satu tujuan 
hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai tujuan utamanya. 
Keadilan diharapkan ditemukan di PT, terlebih dari PTN yang dibiayai oleh 
negara. Seharusnya PTN membuka pintu bagi seluruh warganya yang memenuhi 
syarat akademis. Di lembaga PT, khususnya PTN, warga PTN mengharapkan 
menemukan keadilan. Hal ini diartikan sebagai keadaan, yaitu akses pada fasilitas dan 
pelayanan yang disediakan oleh PT harus terbuka bagi semua tanpa diskriminasi. 
Inilah yang didambakan terutama oleh mereka yang diberi label “minoritas” dari segi 
agama, jenis kelamin, etnisitas, dan status sosial. 
Jika PT memiliki otonomi, yang dilaksanakan secara bertanggung jawab pada 
pemangku kepentingan, terbuka harapan terlaksananya keadilan tanpa diskriminasi. 
Hal ini disebabkan otonomi PT memiliki independensi untuk menolak intervensi 
politik ataupun bisnis yang diluar jalur yang telah di tentukan oleh PT bersangkutan. 
Keunggulan dari Otonomi Perguruan Tinggi (OPT) ialah terjadinya 
demokratisasi dalam kampus. Berbeda dari keadaan masa lampauketika semua 
kedudukan di tentukan oleh atasan, dalam keadaan otonomi dapat diharapkan bahwa 
kedudukan struktur organisasi kampus akan makin terbuk. Siapa pun yang memenuhi 
akan dapat dan berhak melamar. Sebaliknya, jika PTN menjadi satker, Mendikbud 
akan dapat mengembalikan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mendikbut 
memiliki kekuasaan dan wewenang mengisi kedudukan dalam struktur organisasi PT, 




mahasiswa. Dalam keadaan demikian sukar diharapkan terjadinya keadilan dan tidak 
diberlakukannya diskriminasi.  
(c) Libertas atau Kebebasan 
Kebebasan merupakan nilai intrinsik ketika suatu lembaga pendidikan tinggi 
dalam mencapai keberhasilan di bidang pengajaran dan penelitian. Adalah kebebasan 
yang memungkinkan kreativitas, memungkinkan inovasi sebagai pedoman dan 
pendorong penelitian. Kebebasan mencari tahu hal yang baru, yang munkin aneh, 
yang munkin tidak sesuai dengan pendapat, opini, selera pimpinan dan bahkan 
penguasa, memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab. 
Hanya ketika perguruan tinggi dapat menentukan sendiri Tujuan dan Tanggung 
jawabnya terlepas dari kekuatan luar- apakah dari  Negara, dunia usaha atau partai 
politik, barulah Perguruan Tinggi tersebut akan mampu mencapai tujuannya tentang 
pengetahuan dengan tanggung jawab sosial. 
(d) Veritas, Justitia, Libertas : Saling Mendukung, Saling Berinteraksi 
Ketika kebenaran, keadilan  dan kebebasan bersatu dan saling berinteraksi 
terbentuklah suatu kesatuan lebih besar. Keadaan itulah yang memungkinkan 
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Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis mengenai otonomi 
pengelolaan perguruan tinggi menurut undang- undang nomor 12 tahun 2012 tentang 
pendidikan tinggi. Adapun kesimpulan yang di peroleh antara lain: 
1. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi, Etatisme yang diusung dalam UU Dikti dilakukan sebagai 
bentuk tanggung jawab Pemerintah mengelola pendidikan tinggi sebagaimana 
diamanahkan konstitusi untuk pemenuhan hak masyarakat, salah satu prinsip 
yang dipegang dalam pelaksanakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah 
nirlaba, otonomi yang diusung dalam UU Dikti sesungguhnya adalah “otonomi 
yang bertanggung jawab”. 
2. Otonomi merupakan prasyarat untuk unggul dan berkembangnya sebuah 
perguruan tinggi. Faktor pendukung pelaksanaan otonomi perguruan tinggi 
antara lain bentuk badan hukum, otonomi akademik, otonomi keuangan dan 
kekayaan, otonomi sumber daya manusia, otonomi tata kelolah dan nilai-nilai 
luhur perguruan tinggi. 
B. SARAN 
1. Diperlukan konsistensi dari berbagai pihak baik DPR-RI, Pemerintah, serta 




Dikti. Peningkatan peran perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kemampuan 
dalam pengelolaan perguruan tinggi harus terus diusung.  
2. Tiga nilai Veritas, Justitia, dan Libertas harusnya saling mendukung dan saling 
berinteraksi guna mendasari kehidupan Perguruan Tinggi. Alangkah indahnya 
ketika ketiga nilai dasar itu menjadi kenyataan dalam kehidupan Perguruan 
Tinggi kita di Indonesia. Ketika kebenaran, keadilan  dan kebebasan bersatu dan 
saling berinteraksi terbentuklah suatu kesatuan lebih besar. Keadaan itulah yang 
memungkinkan kesamaan intelektual dalam diskursus terbuka membahas 
pemikiran tak terbatas. 
3. Manajemen yang transparan dan akuntabel merupakan kunci kesuksesan dari 
otonomi Pendidikan Tinggi. Artinya, Pengelolaan keuangan yang dapat 
dipertanggung jawabkan membuat perguruan tinggi dapat berkembang. Selain itu 
penerapan otonomi harus memiliki “Check and Balances” yang kuat. Tanpa 
“Check and Balaces” Perguruan Tinggi akan kehilangan kontrol. Otonomi 
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